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1.1

1.2

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Dalam rangka mencapai good goverment dan good governance
maka diperlukan rencana strategis. Hal ini ditunjukkan melalui
rencana pembangunan jangka menengah yakni rencana pembangunan
lima tahunan yang disusun secara tepat, dapat dilaksanakan dan
dengan biaya yang efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal itu maka Dinas Sosial juga akan
mewujudkan hal ini melalui suatu rencana strategis PD lima tahunan
yang diaplikasikan melalui Rencana Kerja Anggaran Jangka Pendek.

Rencana Kerja ini disusun dengan berbasis kinerja agar dapat
dilaksanakan, dapat dijangkau dan dapat mewujudkan suatu kerja
yang dapat menurunkan angka kemiskinan di Kab. Kepulauan Talaud
denga Visi dan Misi bupati Kepulauan Talaud.

Adapun Visi Kab. Kepulauan Talaud yakni: “Menjadikan Kab.
Kepulauan Talaud Lebih Diberkati” dan Misi yakni :

Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Bersih
Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Elok

Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Ramah
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Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud
Berlandaskan Pada Kasih

5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud
Yang Aman

6. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Tangguh

Landasan Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini

didasarkan pada :
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Undang-Undan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah yang telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 20135.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010

Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan
peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang
daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta
tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang
daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan
rencana Kerja pemerintah daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

PERDA Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan
Talaud;

PERDA Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2020-2025;




1.3

1.4

11. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Sosial Kab. Kepulauan Talaud.

Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Sosial Kab. Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025
ini dimaksudkan sebagai rancangan dokumen perencanaan jangka
menengah yang menjabarkan rancangan RPJMD Kab. Kepulauan
Talaud Tahun 2020-2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
diamanatkan kepada Dinas Sosial Kab. Kepulauan Talaud.

Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah agar menjadi
pedoman dan mengarahkan bagi Dinas Sosial Kab. Kepulauan Talaud
untuk mengelola Administrasi Pembangunan menuju penurunan
angka kemiskinan di Kab. Kepulauan Talaud serta sebagai dasar
evaluasi dan laporan pelaksanan atas kinerja selang lima tahun

kedepan.

Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan,
landasan hukum penulisan, maksud dan tujuan penulisan
serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan PD
Bab ini menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan struktur
organisasi PD, sumber daya PD dan kinerja pelayanan PD
serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD.

BAB I[IT Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaahan visi,
misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra;

telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.




BAB

BAB

BAB

BAB

BAB
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IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisikan Tujuan dan Sasaran Kab. Kepualauan
Talaud, tujuan dan sasaran jangka menengah PD serta
strategi dan kebijakan PD.

V  Strategi dan Kebijakan

Bab ini menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan DInas
Sosial Kab. Kepualauan Talaud Tahun 2020-2025

Bab ini mengemukakan tentang Rencana Program kinerja PD
yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas
Sosial Kab. Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025

Bab ini mengemukakan tentang Rencana Program kegiatan

indicator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini mengemukakan tentang Kontribusi Dinas Sosial dalam

rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

VIII Penutup
Pada bab ini berisi ringkasan (ikhtisar) dari beberapa bab

sebelumnya.




2.1

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PD

Tugas, FungsidanStruktur Organisasi PD

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

1.
2.

Kepala Dinas;

Sekretaris Dinas, yang membawabhi :

a. Kepala Subbagian Program dan data;

b. Kepala Subbagian Ketatausahaan dan Keuangan;

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawabhi :

a. Kepala Sub Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
b. Kepala Sub Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
c. Kepala Sub Bidang Jaminan Keluarga;

Kepala Bidang Rehabilitas dan Pelayanan Sosial, membawahi :

a. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
b. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
c. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial dan Penanganan Fakir

Miskin;

. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin,

membawahi:

a. Kepala Sub Bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitass;

b. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Penyaluran
Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;

c. Kepala Sub Bidang Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi
Sosial .

Kelompok Jabatan Fungsional.




RINCIAN TUGAS KEPALA DINAS

(1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah serta tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang sosial;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan social

c
d. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;

®

mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional;

=

menetapkan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program
dan anggaran serta ketatausahaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan bidang sosial yang

diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

RINCIAN TUGAS SEKRETARIS DINAS :

(1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas
Sosial.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Sosial;

b. pemgkoordinasian dan Penyusunan rencana program dan rencana
kerja anggaran di bidang program dan data serta ketatausahaan
dan keuangan;

c. pengkoordinasian rencana program dan rencana kerja anggaran
Dinas;

d. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan;




e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan,
kerjasama, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat,
kerasipan dan dokumentasi,

f. penyelenggaraan  pengelolaan barang milik daerah (BMB) dan
pelayanan pengadaan barang dan jasa;

g. pelaksanaan pembuatan dan penyusunan Standar Pelayanan Publik,
Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur
Dinas;

h. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj.IP) Dinas;

i. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

j- pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung jawaban Bupati;

k. pengkoordinasian pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, rumah
tangga, kehumasan, keprotokolan dan administrasi perjalanan
dinas; dan

l. penghimpunan data dan informasi Dinas.

RINCIAN TUGAS KEPALA BIDANG BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL :
(1) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas tugas

membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan
teknis di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial;

b. penyusunan rencana program dan RKA bidang;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan

evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
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d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan

evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial,

e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan

evaluasi jaminan social keluarga;

f. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan kriteria

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

g. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang;

h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan wewenang bidang tugasnya.

RINCIAN TUGAS KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL :

(1)

a.

Kepala Bidang Rehanilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan
teknis di Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Rehanilitasi dan Pelayanan Sosial menyelenggarakan fungsi :
menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis daerah di Bidang
Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial ;
pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi
rehabilitasi social anak di luar panti dan /atau lembaga;
pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan
evaluasi rehabilitasi social penyandang disabilitas di luar panti dan/ atau
lembaga;
pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan
evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan perdagangan orang di luar panti
dan/ atau lembaga;
pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan
evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/ atau lembaga;
pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk
dikoordinasiakn dan dilaporkan kepada pemerintah daerah kabupaten/

provinsi;
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pengelolaan data pelayanan sosial korban NAPZA untuk dikoordinasiakn
dan dilaporkan kepada pemerintah daerah Kabupaten /provinsi;
pelaksanaan norma,standar,prosedur dan criteria di Bidang Rehabilitasi
Sosial;
menyiapkan bahan dan menyusun rencana program Sub Bidang;
merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan Sub Bidang;
menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran Sub Bidang;

. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program Sub Bidang;
melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

RINCIAN TUGAS KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
PENANGANANAN FAKIR MISKIN :

(1)

(2)

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang  Pemberdayaan Sosial dan  Penanganan Fakir = Miskin
menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi, serta
pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan,
keluarga dan kelembagaan masyarakat;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan dan evaluasi rehabilitasi social penyandang disabilitas
di luar panti dan/ atau lembaga;

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat

terpencil;




. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta

pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan,
keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
pelaksanaan  kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta

pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin

perdesaan;

. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin
perkotaan;

pelaksanaan  kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin
pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;

pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;

. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria (NSPK) dibidang

pemberdayaan social dan penanganan fakir miskin;
merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan kegiatan sub bidang;

. mjenyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran sub

bidang;

. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program sub

bidang;

. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bidang; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya

2.2 Sumber Daya PD.

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial didukung oleh 24 Orang ASN serta

perlengkapan(asset instansi) yang terdiri dari :
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Status Kepegawaian.

- Pegawai Struktural = 25 orang
- Tenaga Harian Lepas (THL) = orang
Golongan / Ruang( Struktural ).

- Golongan IV = 2 orang
- Golongan III = 15 orang
- Golongan II = 7 orang

. Tingkat Pendidikan Pegawai

- Sarjana(S3) = 1 orang
- Sarjana(S1) = 16 orang
- SLTA = 7 orang

. Jenis Kelamin Pegawai (PNS)
- Pria = orang
- Wanita = orang
DiklatStruktural
- Diklat PIM Tingkat I = orang
- Diklat PIM Tingkat Il = orang
- Diklat PIM Tingkat IV = 1 orang

Perlengkapan (Asset Instansi)

Asset yang ada pada Dinas Sosial Kab. Kepulauan Talaud baik asset tetap
maupun bergerak telah dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam menunjang
pelaksanaan tugas Pembinaan Dinas Sosial Kab. Kepulauan Talaud

Sampai dengan 30 Juni 2021 aset yang ada terdiri dari :

Tahun
No Jenis / Nama Merk / Ukuran | Jumlah Keadaan
Pengadaan
Tahun 2019
1 | Makam 7.500 M2 2014 Baik
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Tahun
No Jenis / Nama Merk / Ukuran | Jumlah Keadaan
Pengadaan
Pahlawan
Yamaha Vega Rusak
2 | Sepeda Motor 1 Unit 2006
R/110cc Berat
Yamaha Vega Rusak
3 | Sepeda Motor 1 Unit 2007
R/110 cc Berat
4 | Kursi Putar Lokal 1 Unit 2007 Rusak
Meja Kerja
5 | Meja Biro 1 Unit 2007 Rusak
1/2
Meja 1 Biro,
6 | Meja Biro 2 Unit 2011 Rusak
dan 2 Biro
7 | Lemari Kayu Lokal 1 Unit 2012 Rusak
8 | Meja Kayu Meja Kerja 1 Unit 2012 Rusak
Yamaha
9 | Sepeda Motor Jupiter/135 1 Unit 2013 Baik
cc
1
0 Meja Biro Lokal 1 Unit 2013 Baik
1
) Sofa Lokal 1 Set 2013 Rusak
1
5 Laptop Acer 1 Unit 2013 Baik
1 Kurang
Lemari Arsip Lokal 1 Unit 20113
3 Baik
1
4 Brankas Akashi 1 Unit 2014 Baik
1
. Kursi Tamu 1 Set 2014 Baik
1
6 Kursi Putar Kursi Kerja 1 Unit 2014 Rusak
1 | AC Split LG 1 Unit 2014 Rusak

=
N




Tahun
No Jenis / Nama Merk / Ukuran | Jumlah Keadaan
Pengadaan
7
1
3 Camera Film Canon 1 Unit 2014 Baik
1 | Proyektor + View Sonic
1 Unit 2014 Baik
9 | Attachement PJD 5132
5 Uninterruptible
0 Power System Phoenix i700 | 1 Unit 2016 Baik
(UPS)
2
. Lemari Kayu Lemari Arsip 1 Unit 2016 Baik
2
5 Kursi Tamu Jhitose 2 Set 2016 Baik
2 Loka 1 Biro,
Meja Biro 2 Unit 2016 Baik
3 & Y2 Biro
2
4 Kursi Plastik Napoly 4 Lusin 2016 Baik
2
. P.C Uni Aser 1 Unit 2016 Baik
2
6 Laptop Asus/i34551 1 Unit 2016 Rusak
2 Canon
Printer 1 Unit 2016 Rusak
7 PIXMA E400
2 . .
Meja Kerja Meja Kerja 1 Unit 2016 Baik
8 | Pejabat Eselon II
2 | Barang Kerjinan Kuran
8 ! 2013 8
9 | Lain-lain Baik
Bangunan
3 s Kurang
Gedung Kantor 252 M2
Baik
Permanen
3 | P.C Unit CPU:Alcatroz | 4 Unit 2019 Baik




Tahun

No Jenis / Nama Merk / Ukuran | Jumlah Keadaan
Pengadaan
1 Monitor :
LG/PC
Rakitan
3 Acer/AspireS
Laptop A514- 2 Unit 2019 Baik
51G52M2
Canon
Printer (Peralatan
/Pixma 4 Unit 2019 Baik
3 | Personal)
TR4570S
3
4 Sofa Sofa (1 Set) 1 Set 2020 Baik
3 | Tugu Peringatan | Papan Nama
2020 Baik
S5 | Lainnya Instansi

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Indikator Kinerja persentase penurunan angka kemiskinan dengan
kondisi awal angka kemiskinan di Kab. Kepuluan Talaud pada Tahun 2020
8,84 (Ribu Jiwa).

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, dilakukan
perbandingan antara capaian kinerja Dinas Sosial dengan kinerja yang
diinginkan atau ditargetkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja
tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang diinginkan adalah target
sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya yakni
tahun 2014-2019.

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud
berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya dapat
diukur secara kuantitatif dan kualitatif dari banyaknya permasalahan-

permasalahan yang telah diselesaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten
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Kepulauan Talaud dalam hal pelayanan sosial. Berdasarkan hasil analisis
perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum
dalam Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya (2014-2019), maka
diketahui bahwa pada umumnya memiliki tingkat pencapaian kinerja yang

tinggi. Hal ini disajikan di tabel berikut ini yang memuat capaian kinerja

Dinas Sosial lima tahun terakhir.




Tabel 2.2 (Tabel T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kabupaten Kepulauan Talaud

Indikator Target
acHiaisernal Indika Target Renstra Dinas Sosial Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
Tugas dan Target | Target tor
Funsi NSPK KK | O
Perangkat &
Daerah ya
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Juml
ah
Peningkatan f;ali(slll;l
pelayanan, n
kualitas yang
hidup,
kesejahtaraa ?I;f;er 40 K 50 &1 60 wp| 8 wp|100 M 12 X3 Ko 10 ¥ 50 0 10
n dan SDM p p p p p p
- bantu
bagi
an
keluarga usaha
PMKS melal
ui
KUBE
Peningkatan iﬁml
pelayanan
dan i{g;ua
kese_]a.hteraa fakir
n bagi miski
korban 20 K K K 72 72  k
bencana n 0 K 250 K 300 kk 350 klp 350 kk 60 K 0 kk 0 K 0 kk 240 206 0
selama masa yang
tanggap mener
ima
darurat dan
bantu
pasca an
bencana RTLH
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Peningkatan
perlindunga
n sosial dan
jaminan
sosial

Juml
ah
TKSK
dan
TKSM
yang
diber
dayak
an
untuk
penda
taan
PMKS

34

or

34

or

34

org

37

org

37

or

20

or

54

Juml
ah
doku
men
Buku
Data
dan
Analis
is
Perm
asala
han
PMKS

cxcoT

cxcoT

buk

buk

10

Juml
ah
penda
mping
PKH
dan
TKSK
yang
melak
sanak
an
penda
mping
an

18

org

18

org

18

or

21

or

39

or

39

or

117

217

217




Juml
ah
penya
ndang
cacat
dan
lansia
tak
berda
ya
yang
mener
ima
bantu
an
rehab
ilitasi
dan
jamin
an
sosial

30

org

35

org

40

or

467

Menin
gkatn
ya
perlin
dsos,
rehso
S,
jamso
S,
bagi
PMKS

19

kec

19

kec

19

ke

Juml
ah kk
yang
ditang
ani
selam
a
masa
tangg
ap
darur
at

27

27

kk

27

kk

kk

kk

30

33




Juml
ah
lanjut
usia
yang
terdat
a
dalam
data
base
lansia

19

kec

19

ke

17

ke

Jumk

19

kec

19

ke

10

ke

53




Tabel 2.9 (T-C 24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Kabupeten Kepulauan Talaud

Uraian

Anggaran Pada Tahun (000)

Realisasi Anggaran Pada Tahun (000)

Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

(%)

Rata-tara
Pertumbuhan

2015

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

A=NON

2017

2018

2019

Angg | Realis
aran asi

1

N o= ON

10

11

—
N

13

114}

15

16 17

Urusan
Wajib
Pelayanan
Dasar

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Penyediaan
jasa surat
menyurat

1.000

1.000

1.000

1.000.

1.000.

3.000

300,00

Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya
listrik dan,
air

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

2.798

2.322

2.381

3.578

62,19

46,46

46,46

59,63

0,5 0,28

Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas

85.000

100.000

100.000

100.000

100.000

52.503

36.154

19.055

37.000

52,50

36,15

19,06

37,00

-0,30

20




Penyediaan
jasa
kebersihan
kantor

68.000

69.000

70.000

71.000

72.000

24.022

36.786

36.423

41.644

34,82

52,55

52,55

57,84

0,06

0,73

Penyediaan
jasa
perbaikan
peralatan
kerja

10.000

10.000

10.000

15.000

15.000

0,50

0,00

Penyediaan
alat tulis
kantor

30.000

32.000

34.000

36.000

38.000

36.335

24.089

36.423.5
72

30.363

113,55

70,85

70,85

79,90

0,27

-0,16

Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaan

8.500

9.000

9.500

10.000

11.000

14.162

5.459

7.317

18.962

157,36

57,47

73,17

172,38

0,29

0,34

Penyediaan
komponen
instalasi
listrik dan
elektronik/pe
nerangan
bangunan
kantor

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

4.001

2.555

880

7.032

80,02

42,58

42,58

87,90

0,76

Penyediaan
makanan
dan
minuman
rapat

42.000

44.000

45.000

46.000

47.000

11.800

66.930

29.995

69.293

26,82

148,73

65,21

147,43

0,12

4,87

Rapat-rapat
koordinasi
dan
konsultasi ke
luar daerah

250.000

250.000

260.000

260.000

260.000

245.858

235.944

158.999

394.683

98,34

90,75

90,75

151,80

0,04

0,61

Penyediaan
jasa
pelayanan
perkantoran

14.400

44.000

144.000

144.000

144.000

28.500

99.000

96.503

108.000

64,77

68,75

67,02

75,00

9,00

2,79

Program
Pengembang
an Data dan
Informasi

75.000

80.000
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Program
Perencaan
PD

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

50.000

50.000

Pengadaan
peralatan
perkantoran

42.000

22.233

73.000

-1,00

2,28

Pengadaan
perlengkapan
kantor

80.000

65.000

26.672

41,03

-1,00

Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung
kantor

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

20.500

68,33

0,00

-1,00

Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur

Pengadaan
Pekaian
Dinas dan
kelengkapan
nya

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

0,00

0,00

Pengadaan
pakaian
dinas hari-
hari tertentu

30.900

30.900

30.900

30.900

30.900

23.400

75,73

-1,00

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
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Bimbingan
teknis
implementasi
peraturan
perundangan
-undangan

135.000 140.000 140.000 140.000 140.000 89.815 0 0 0 64,15 0 0 0 0,04 -1,00

Program
Peningkatan
Pengembang
an Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan

Penyusunan
laporan
capaian
kinerja dan 10.000 10.000 10.000 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,00
ikhtisar
realisasi
kinerja SKPD

5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 0,00
Penyusunan
pelaporan
keuangan
akhir tahun

WAJIB
SOSIAL

Program
Pemberdaya
an fakir
miskin,
komunitas
adat
terpencil
(KAT) dan
PMKS
lainnya
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Fasilitas
manejemen
usaha bagi
keluarga
miskin

400.000

500.000

600.000

800.000

1.000.0

308.453

303.365

180.585

61,69

50,56

18,06

1,50

-0,41

Peningkatan
kualitas
KESOS
terhadap
PMKS yang
memiliki
RTLH

1.500.00
0

1.875.00
0

2.250.00
0

2.625.00
0

2.625.0

643.520

5.140.57
5

6.040.57
0

131.150

34,32

228,47

228,47

5,00

0,75

-0,80

Peningkatan
kemampuan
petugas dan
pendamping
sosial
pemberdayaa
n fakir
miskin, KAT
dan PMKS
lainnya

45.000

45.000

45.000

50.000

47.000

40.807

90,68

0,04

-1,00

Penyusunan
data dan
analisis
permasalaha
n PMKS

100.000

150.000

68.509

1,00

Peningkatan
Kualitas
Penyelenggar
aan
Pemberdayaa
n Sosial KAT
secara
terpadu dan
Koordinasi
Antara Pusat
dan Daerah

100.000

100.000

100,00

0,00

1,00

Program
Pemberdaya
an
Kelembagaa
n Sosial
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Pendampinga
n program
keluarga
harapan

40.000 300.000 350.000 350.000 350.000 0 99.419 154.454 0 0 28,41 44,13 0 7,75 0,55

Program
pelayanan
Sosial dan
Rehabilitasi
Kesejahteraa
n Sosial

Peningkatan
kualitas
pelayanan,
sarana dan
prasarana
rehabilitasi
kesejahteraa
n sosial

60.000 65.000 70.000 75.000 80.000 36.779 320.932 0 0 56,58 458,47 0 0 0,33 7,73

Koordinasi
perumusan
kebijakan
dan
sikronisasi
pelaksanaan
upaya-upaya | O 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 1,00
penanggulan
gan
kemiskinan
dan
penurunan
kesenjangan

Penanganan
masalah-
masalah
strategis
yang 31.889.9

100.000 100.000 100.000 120.000 120.000 0 177.494 110.552. 0 31,89 147,91 92,13 0,20 2,47
menyangkut 50

tanggap
cepat darurat
dan kejadian
luar biasa
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Peningkatan

pelayanan

kesejahteraa | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 300.000 239.758 | 326.713 | 26.713 249.999 79,92 93,35 93,35 83,33 0,2 0,04
n sosial

lanjut usia

Verifikasi dan | , 175.000 | 97.000 180.000 | 189.000 0 0 0 268.924 0 0 0 142,29 | 0,00 | 1,00

Validasi Data




Anggaran belanja dan realisasi belanja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud
bervariasi. Ada yang menunjukkan kenaikan yang signifikan namun ada juga yang dibawah 50%.
Hal ini disebabkan oleh pendanaan yang kurang memadai, sehingga capaian target kinerja program
masih kurang maksimal Hal ini dapat ditunjukkan seperti pada tabel di atas.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap
pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan
kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang
terjadi didalamnya jauh sangat kompleks. Tuntutan masyarakat terhadap
pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangatlah
tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau
tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan
ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut

atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera.

Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud
tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah
pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan
Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
bidang sosial dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menselaraskan
penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dan sekaligus dalam rangka
percepatan penuntasan permasalahan sosial diseluruh daerah di Indonesia
sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran
serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar
Pelayanan Minimal.

Untuk memperoleh data dan informasi jelas, maka perlu membuat kajian
dan analisis dimana hal itu dijadikan pijakan atau landasan dalam menetapkan
tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial. Oleh karena itu, berdasarkan analisis Renstra Kementerian Sosial
Republik Indonesia, Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, Renstra Dinas

Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud seperti terurai diatas, maka terindikasi

27 |



bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud sejauh ini masih mempunyai

banyak permasalahan yang merupakan tantangan terkait pencapaian target

sasaran berdasarkan indikator kinerja.

1.1.1
4

v
v

1.1.2

Tantangan

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja terkait.

Masih besarnya jumlah keluarga kurang mampu yang belum memperoleh
pemberdayaan sosial dibandingkan dengan porsentase capaian rata-rata
provinsi dan nasional,

Membaiknya pelayanan sosial khusus KMP PKH dan KPM Sembako yang
harus dipertahankan sekaligus ditingkatkan.

Pemberdayaan sosial bagi keluarga kurang mampu melalui dana stimulan
UEP /KUBE untuk peningkatan pendapatan keluarga miskin perlu untuk
ditingkatkan.

Peningkatan kualitas hidup PMKS yang memiliki RTLH capaian renstra
Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud porsentase capaian sudah
melebihi target capaian renstra 2014-2019 namun belum mencapai rata-

rata provinsi dan nasional.

Peluang
Selain berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan
pembangunan kesejahteraan sosial juga terdapat berbagai potensi yang
dapat dimaksimalkan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan
tugas, yaitu :
1) Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan rencana pembangunan kesejahteraan sosial sebagai
bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari
landasan hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan/Keputusan
Menteri terkait, Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati.
Dalam lingkup internal Dinas Sosial regulasi yang menjadi kerangka
dasar pelaksanaan program dan kegiatan adalah Rencana Strategis

yang berisi acuan lima tahunan, dan Rencana Kerja yang disusun




setiap tahun. Dengan sasaran umum yang ingin dicapai adalah
mekanisme perencanaan orientasi pada keluaran (output), hasil
(outcome), dampak (impact), dan manfaat (benefit) yang
diimplementasikan pada proses penyusunan RPJMD dan Kerangka

Logis Renstra 2020-2025.

2) Sumber Daya

Keberadaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (SDM),
anggaran, sarana, dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan,
menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan
peran Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud dalam menghadapi
dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pendukung kelancaran kinerja lainnya yang tidak kalah penting, yaitu
aspek sarana dan prasarana, dan anggaran setiap tahun mengalami

peningkatan sesuai dengan dana yang tersedia.




BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.
Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai
akibat dari dinamika kebutuhan hidup masyarakat yaitu timbulnya persoalan
kesejahteraan sosial. Tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat
disebabkan oleh beberapa faktor yang berakar dari berbagai aspek
pembangunan. Tingkat pengangguran yang tinggi akibat rendahnya tingkat
pendidikan penduduk serta tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah
merupakan dua aspek yang berkorelasi erat terhadap timbulnya persoalan
kesejahteraan sosial. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Talaud, pada
dasarnya permasalahan dari tingginya jumlah penyandang masalah
kesejahteraan sosial diakibatkan karena belum terpadunya penanganan PMKS
oleh OPD - OPD yang terkait dengan persoalan kesejahteraan sosial.
3.1.1. Permasalahan Kesejahteraan Sosial
Secara Geografis Kabupaten Kepulauan Talaud ini merupakan wilayah
rawan bencana dan rentan terhadap permasalahan kesejahteraan social. Angka
kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan Up Date data DTKS
Oktober 2019 berjumlah 13.805 Ruta DTKS, dengan 53.685 Jiwa DTKS dan
17.410 Keluarga. Dari jumlah penduduk sebanyak 109.150 Jiwa yang tercakup
di dalam 22 jenis PMKS. Secara umum permasalah kesejahteraan sosial
disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
a. Keluarga Fakir Miskin
Secara umum angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud
relative tinggi terutama di kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibu kota
kabupaten dan desa — desa yang baru dimekarkan.
b. Orang dengan Kecacatan/Disabilitas
Jumlah orang dengan kecacatan/disabilitas di Kabupaten
Kepulauan Talaud menurut data TKSK Tahun 2019, anak dengan
kedisabilitasan berjumlah 77 Jiwa sedangkan orang dewasa dan lanjut

usia penyanang disabilitas berjumlah 664 Jiwa. Hal ini menunjukkan
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bahwa ada 741 Jiwa yang mengalami masalah kesejahteraan sosial akibat
kedisabilitasan tersebut.
c. Perempuan dan Anak ( Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga)
Jumlah Kejadian KTK (Korban Tindak Kekerasan ) yang dilaporkan di
Kabupaten Kabupaten Kepulauan Talaud mengalami peningkatan.
Hal ini perlu diwaspadai mengingat korban KDRT dan cenderung tidak
melaporkan kejadian kepada pihak berwajib. Hal ini disebabkan masih
adanya nilai menjaga kerahasian rumah tangga. Karenanya perlu upaya
rehabilitasi yang dapat menjangkau para korban KDRT dan pelecwhan
seksual yang sesungguhnya.
d. Bencana Alam
Bencana angin kencang yang sering terjadi setiap tahun sehingga
Kabupaten Kabupaten Kepulauan Talaud, tergolong wilayah rawan
bencana. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan,
terutama dalam pemanfaatan lahan untuk pertanian didaerah perbukitan
dengan kemiringan tertentu serta alih fungsi lahan (dari hutan menjadi
lahan pertanian menyebabkan terjadinya pergerakan tanah (longsor), erosi,
dan sedimentasi serta bertambahnya lahan kritis di Kabupaten Kabupaten
Kepulauan Talaud. Tingginya alih fungsi dari pertanian menjadi
pemukiman juga menyebabkan terganggunya sistem jaringan irigasi dan
drainase.
e. Korban Bencana
Korban bencana termasuk didalamnya korban bencana alam, non
alam dan sosial menyebabkan keluarga yang memiliki masalah psikososial
semakin besar, disamping KTK.
f. Permasalahan Anak
Permasalahanm anak terbagi dalam cluster anak terlantar, anak
jalan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak yang
berhadapan dengan hukum dan anak dengan kecacatan/disabilitas.
Permasalahan anak bukan hanya anak saja tetapi juga berkaitan dengan
pola asuh keluarga. Untuk itu program anak juga perlu di sentuh tentang
penguatan keluarganya. Data Dinas Sosial Juni 2019 menunjukkan

jumlah anak dengan disabilitas berjumlah 451 Jiwa. Anak yang
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membutuhkan perlindungan khusus akibat pelecehan seksual meningkat
dari tahun 2019 sebanyak 22 kasus, 2020 sebanyak 27 kasus. Hal ini
harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah.
g. Lanjut Usia
Data Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukan bahwa
lanjut usia di Kabupaten Kepulauan Talaud Juni 2019 berjumlah 7.730
Jiwa. Capaian target penanganan sampai tahun 2019 atau kewajiban
daerah untuk membantu lanjut usia belum maksimal. Program yang
sudah dilakukan diantaranya adalah bantuan hibah uang tunai untuk
pemenuhan kebutuhan dasar hanya sekali dalam satu tahun berjumlah
Rp. 250.000,-.
h. Penyandang Penyakit Sosial
Penyandang penyakit sosial terdiri dari Tuna Susila, Pengemis,
Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan, Korban
Penanggulangan Narkoba (NAPZA) dan HIV/AIDS. Penyandang Masalah
tersebut memerlukan penanganan rehabilitasi sosial, sehingga mereka

dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya di masyarakat.

3.1.2 Akses Pelayanan Sosial Dasar

Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial selain pemenuhan hak dasar
kelompok rentan adalah permasalahan akses terhadap pelayanan sosial dasar
yaitu pelayanan pendidikan, kesehatan maupun rehabilitasi sosial.
3.1.3 Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kepulauan Talaud juga
melibatkan peran seryta masyarakat baik yang dilakukan secara perorangan,
keluarga, kelompok/komunitas dan organisasi masyarakat. Hal ini dilakukan
demi terselenggaranya kesejahteraan sosial terarah, terpadu dan berkelanjutan.
PSKS yang ada dikabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari:

1. Karang Taruna

2. Taruna Siga Bencana (TAGANA)

3. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)
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3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah
Terpilih

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan
dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian
visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial 2020-2025 diselaraskan dengan
visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten
Kepulauan Talaud 2020-2025 serta berkewajiban untuk menjalankan
komitmen Bupati yang mengacu pada visi dan misi, yaitu :“MENJADIKAN
KABUPATEN TALAUD LEBIH DIBERKATI” utamanya fokus pada misi ke-
3 yaitu Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud
Berlandaskan Pada Kasih.

Hasil identifikasi Dinas Sosial tentang faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian
visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, akan
menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Dinas Sosial. Dengan
demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada
kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan
faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial
terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Visi : “MENJADIKAN KABUPATEN TALAUD LEBIH DIBERKATI”

Program/keg Faktor
berdasarkan
.. Permasalahan
Misi Kepala
No. Pelayanan
Daerah dan Dinas Pendoron
Wakil Kepala . Penghambat endorong
Sosial

Daerah




Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1. | Program Terbatasnya Tingginya jumlah | Adanya
Perlindungan |jumlah keluarga fakir dukungan dari
dan Jaminan | layanan miskin pemerintah
Sosial terhadap KFM kecamatan
dan
desa
2. | Program e Terbatasnya | Tidak eTersedianya
Pemberdayaan | layanan tersedianya PSKS
Sosial homecare pekerja sosial eAdanya
dan profesional regulasi
Fostercare tentang
bagi pekerja sosial
LU profesional
e Terbatasnya
pelayanan
tromatik
bagi
masyarakat
yang
mengalami
guncangan
3. | Program ¢ Pelayanan Sifat tertutup e Adanya RBM
Rehabilitasi terhadap keluarga ODK di | ¢ Ketersediaan
Sosial ODK lebih daerah dana
terfokus pedesaan
pada
perkotaan
e Belum
tersedianya
aksesibilitas
bagi ODK
pada
tempat-
tempat
pelayanan
umum
4. | Program Tidak adanya | Belum adanya Jiwa
Penanganan dana regulasi yang relawan /sosial
Bencana insentif bagi memungkinkan dari PSKS
PSKS untuk diberikan
dana insentif

Dari misi ke-3 terdapat beberapa program prioritas yang dijadikan acuan Dians

Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud yakni Program Pemberdayaan Sosial.
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Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, kualitas hidup, kualitas
ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan menjamin pelayanan sosial benar-

benar mengarah pada tujuan yang diharapkan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah.
1.1.3 Renstra Kementerian Sosial RI

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial RI adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.

2. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia dan Kelembagaan
Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial

Sasaran Strategis Kementerian Sosial RI, adalah :

1. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok Rentan
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1 %
dari target nasional pada tahun 2019, melalui indikator :

a. Meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS
lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar.

b. Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak,
penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya
dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitasnya.

2. Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui indikator :

a. SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

b. Pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial,

c. Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 3.3.1
Tujuan Sasaran Rencana Strategis kementerian Sosial RI
Tahun 2020 - 2024
Tabel 1. Sasaran Pokok Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi

Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
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NO Sasaran Pokok Sasaran 2024

1. | Penurunan angka kemiskinan desa (%) 9.9%

2. | Daerah tertinggal yang terentaskan termasuk daerah
tertinggal dengan karakteristik wilayah tertentu 37 (terentaskan 25
(kabupaten)

3. | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal o
(persentase)

4. | Persentase capaian penerapan SPM di daerah 100%

Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019

Tabel 2. Sasaran Pokok Peningkatan Sumber Daya

Berdaya Saing

Manusia Berkualitas dan

NO Indikator Target 2024
1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola
kependudukan
a. | Persentase daerah yang menyelenggarakan
layanan terpadu penanggulang-an kemiskinan 10
b. | Persentase daerah yang aktif melakukan
pemutakhiran data terpadu penanggulangan 100
kemiskinan
2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
a. | Proporsi rumah tangga miskin dan rentan
yang memperoleh bantuan sosial pemerintah 80
(%)
Cakupan penerima bantuan nontunai dan
subsidi tepat sasaran :
v Bantuan keluarga untuk kesehatan dan )
Pendidikan 10 Juta KE
v Bantuan Pangan Melalui Program )
el 15,6 juta KK
v Bantuan elpiji 3 kg 31,4 juta KK
v Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA 31,4 juta KK
c. | Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) 112,9 juta
Jaminan Kesehatan Nasional dari 40persen penduduk
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penduduk berpendapatan terbawah

Persentase Intansi pusat dan daerah yang
mengadopsi sistem perlindungan sosial adaptif | 30

(%)

d. | Indeks keberfungsian sosial penyandang

disabilitas At
e. | Indeks keberfungsian sosial lanjut usia 0,34
f. | Indeks keberfungsian sosial anak 0,41
g. | Indeks keberfungsian sosial korban 0,41
penyalahgunaan NAPZA
h. | Indeks keberfungsian sosial tuna sosial dan 0,41
korban perdagangan orang
i. | Persentase rumah tangga dengan lanjut usia
25%

yang memperoleh bantuansosial

j- | Persentase anak dengan disabilitas usia
sekolah yang memiliki akses terhadap layanan | 50%

pendidikan dasar

k. | Persentase pemerintah daerah yang
menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota 20%

inklusif

3. Terwujudnya pengentasan kemiskinan

a. | Persentase rumah tangga miskin dan rentan
yang memiliki aset produktif 40
(layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)

b. | Persentase rumah tangga miskin dan rentan .
yang mengakses pendanan usaha

Sumber: RPIJMN 2020-2024, Bappenas 2019

Tabel 3. Sasaran Pokok Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayan

NO Indikator Target 2024

Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat

berpengetahuan, inovatif dan kreatif

a. | Nilai budaya literasi 71.0

Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019
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Tabel 4. Sasaran Pokok Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung

Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

NO Indikator Target 2024

Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar

a. | Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan -

terjangkau (%)

Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019

Tabel 5. Sasaran Pokok Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan

Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

NO Indikator Target 2024

Penanggulangan Bencana

a. | Rasio investasi PRB terhadap APBN (persen) 1,36

Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019

Tabel 5. Sasaran Pokok Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik

NO Indikator Target 2024

Konsolidasi Demokrasi

a. | Persentase kepuasan masyarakat terhadap konten informasi
publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah 72
(7o)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB 2> Baik

* Kementerian/Lembaga 85

Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit
Kategori = Baik 100
* Kementerian /Lembaga

Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas
SPBE kategori baik 100

* Kementerian /Lembaga

Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang
mendapatkan Opini WTP 95
* Kementerian /Lembaga

Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip = B

* Kementerian /Lembaga LY
Menjaga stabilitas keamanan nasional

Indeks keamanan dan ketertiban nasional 3,4

Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika 1,69

Sumber: RPIJMN 2020-2024, Bappenas 2019
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Berdasarkan sasaran pokok tersebut diatas, di dalam Renstra Kementerian
Sosial periode 2020-2024 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi ini akan
menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Kementerian Sosial lima tahun

mendatang.

1.1.4 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara

Sesuai Visi dan Misi dari Kementerian Sosial adalah “Terwujudnya
Kesejahteraan Sosial Masyarakat”. Visi ini mengadung arti bahwa pembangunan
bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh
pemerintah dan masyarakat dituyjukan untuk mewujudkan suatu kondisi
masyarakat yang masuk kedalam kategori PMKS menjadi berkesejahteraan
sosial. Dimasa mendatang diharapkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
menjadi lebih baik lagi karena melibatkan para pemangku kepentingan ditingkat
Kota/Kabupaten tentang pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial
sebagai alat untuk menurunkan jumlah PMKS, juga menjadi permasalahan
tersendiri. Hal ini penting untuk menjadi bahan pemikiran semua pihak karena
kebijakan terkait erat dengan pemangku kepentingan, dan kebijakan merupakan
pintu untuk melakukan perubahan kearah perbaikan kondisi sosial yang lebih

baik dari kondisi sebelumnya.

1.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten
Kepulauan Talaud melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas
otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang sosial. Sehingga secara khusus tidak
ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten
Kepulauan Talaud. Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam
menangani berbagai permasalahan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun

diperkotaan.
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten
Kepulauan Talaud melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan
azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang sosial. Sehingga secara
khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Untuk Pembangunan bidang
kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan
penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh

berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pembangunan Kesejahteraan sosial di Indonesia telah menunjukan banyak
kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntuk dan rentan.
Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut
dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan
masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayananan sosial.
Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada
indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disuatu sisi dan
penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh
dan berkembanganya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-
pilar partisipasi sosial (volunteerinsme), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial
yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa indonesaia. Selain itu,
pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator
sosial lainnya, yakni : adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat
miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam
setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai
pemangku kepetingan di Indonesia telah miningkat cukup berarti dari waktu
kewaktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang
diharapan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar

jumlahnya dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan
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dan intervensi yang dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang

dihadapi antara lain:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraaan sosial yang
dibagi kedalam empat pilar intervensi (lihat gambar) masih sangat terbatas;

2. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu
sama lain;

3. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan
kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan
kelembagaan yang disediakan danpenyediaan anggaran,;

4. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program
pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya
pemberdayaan sosial itu sendiri

5. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam
pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara
optimal;

6. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial
dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas;

7. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum
optimal.

Berbagai permasalahan tersebut diatas, maka tantantangan ke depan bagi
pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal itu dapat
diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program
kesejahteraaan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM
kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan
yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kabupaten kepulauan Talaud
diarahkan pada beberapa hal yang dianggap merupakan isu strategis daerah*)
sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera. Hal tersebut
antara lain:

1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;

3. Percepatan pembangunan infrastruktur;
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. Mendorong dan menjamin iklim investasi;

. Pembangunan revolusi mental,

. Mendorong peningkatan dan sektor pertanian dan perkebunan;

4
5
6. Pengembangan pariwisata dan budaya sosial;
7
8. Pembangunan perikanan dan kemaritiman;

9

. Adapatasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana;

10. Pengembangan usahan mikro, kecil-menengah dan koperasi;
11. Percepatan penanggulangan kemiskinan;

12. Keamanan dan ketertiban masyarakat;

13. Reformasi birokarasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kementrian sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PMKS
kedalam Lima isu yakitu Kemiskinan (Kefakirmiskinan), kecacatan, keterlantaran,
korban bencana, korban tindak kekerasan dan eksploitasi. Pengelompokan ini
mempermudah penetapan sasaran pelayananan sosial melalui kebijakan,
program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Didalam Lima isu
kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan
kesejahteraan sosial, antara lain fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang
cacat, anak terlantar, Anak yang memerlukan Penangan Khusus (AMPK). Namun
demikian disamping banyak kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan
kesejahteraan sosial, sangat besar tantangan yang dihadapi.

Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih
banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika
sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka penanganan masalah
kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan
ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan
jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang undang
Nomor 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat
menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang
beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.
Memperhatikan hal tersebut diatas, dan melihat kenyataan yang ada khususnya
terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang

diselenggrakan oleh Dinas Sosial yang masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut
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tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial,
dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial
yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi
pengaruh terhadap capaian kinerja peneyelenggraan Kesejahteraan sosial.

Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi dan masih tidak menentunya
keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya
kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya
jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PMKS baik kualitatif maupun
kuantitatif. Kondisi tersebut diatas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat,
utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.
Tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat disebabkan oleh
beberapa faktor yang berakar dari berbagai aspek pembangunan. Tingkat
pengangguran yang tinggi akibat rendahnya tingkat pendidikan penduduk serta
tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah merupakan dua aspek yang
berkorelasi erat terhadap timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Dalam
konteks Kabupaten Kepulauan Talaud, pada dasarnya permasalahan dari
tingginya jumlah penyandang kesejahteraan sosial diakibatkan karena belum
terpadunya penanganan PMKS oleh OPPD- OPPD yang terkait dengan persoalan
kesejahteraan sosial.

Masalah sosial dapat dibedakan dengan masalah kesejahteraan sosial.
Masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah utama yang terbentang dalam
domain masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial. Namun, secara
khusus, masalah kemiskinan kemudian menyentuh dimensi kesejahteraan
sosial, seperti fakir miskin, orang dengan kecacatan (ODK), anak dan lansia
terlantar, dan rumah tida layak huni. Populasi yang mengalami problema ini

dikenal dengan istilah PMKS.




BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu
organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,
atisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk
mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan
bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum
mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, pada periode Rencana Strategis ini Satuan
Kerja Perangkat Daerah tidak lagi menyusun Visi dan Misi, jadi pada Sub Bab ini
SKPD tidak menyampaikan uraian Visi dan Misi.

Namun pada bagian ini kami sampaikan Selanjutnya Adapun Visi Kab.
Kepulauan Talaud yakni: “Menjadikan Kab. Kepulauan Talaud Lebih
Diberkati” dan Misi yakni :

Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Bersih
Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Elok

Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Ramah

s L b=

Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud Berlandaskan
Pada Kasih

5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud Yang
Aman

6. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Tangguh

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial mewujudkan misi 4 yaitu :
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud Yang
berlandaskan Pada Kasih
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CASCADING KINERJA DINAS SOSIAL

MENJADIKAN KABUPATEN KEPULA TALAUD LEBIH DIBERKATI

MEWUIJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD BERLANDASKAN PADA KASIH

MENINGKATKAN KU, AS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING

MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN
3 PENURLINAN ANGKA KEMISKINAN

MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI PMKS MENURUNKAN BEBAN PMKS
PM G MAND i Il

SASARAN
PROGRAM

PROGRAM PROGRAM PERLINDUNGANDAN PROGRAM PROGRAM PENANGANAN PROGRAM PERLINDUNGANDAMN

! 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN ~ Y N
PEMBERDAYAAN SOSIAL JAMINAN SOSIAL REHABILITAS! SOSIAL BENCANA JAMINAN SOSIAL S . PROGRAM PENANGANANBENCANA
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4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan :

NO

RENSTRA LAMA

TUJUAN

Mewujudkan manajemen
administrasi
perkantoran yang
akurat, akuntabel
Mewujutkan
kesejahteraan PMKS
melalui layanan

pemenuhan kebutuhan

dasar
Tersedianya fasilitas
pemulangan warga

migran yang mengalami
tidak kekerasan
Meningkatkan
kemandirian PMKS
dalam rangka mencapai

kesejahteraan sosial;

Meningkatkan

ketahanan sosial
masyarakat dalam
mencegah dan

menanganani masalah
kesejahteraan sosial
Meningkatkan
kemampuan,
kepedulian, dan
tanggung jawab sosial
masyarakat, mitra sosial
dan dunia usaha dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
secara melembaga dan

berkelanjutan

INDIKATOR
KINERJA TUJUAN

RENSTRA BARU

TUJUAN

Menurunkan Angka

Kemiskinan

INDIKATOR
KINERJA TUJUAN
Persentase
Penurunan Angka

Kemiskinan
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4.1.2 Sasaran :

RENSTRA LAMA

SASARAN STRATEGIS

kualitas

kantor

Peningkatan
administrasi
melalui

akurat,

kinerja yang
akuntabel dan
terpercaya

Meningkatkan kemauan
dan kemampuan
individu, keluarga,
kelompok dan
masyarakat miskin serta
komunitas adat terpencil
dalam memenuhi
kebutuhan dasar

Warga migran yang
mengalami tindak
kekerasan

Fakir miskin, anak yatim
piatu terlantar, lanjut
usia terlantar,
penyandang disabilitas
fisik, disabilitas mental,
fisik dan mental, eks

penderita penyakit

kronis

Penyadang disabilitas
berat dan disabilitas
ganda, lanjut usia
potensial dan non
potensial, dan

penyandang disabilitas

psikotik

INDIKATOR
KINERJA SASARAN
Persentase
pemenuhan layanan

kesekretariatan

Persentase (%)
PMKS yang
memperoleh

bantuan sosial

untuk pemenuhan

kebutuhan dasar.

Persentase
Penanganan Warga
Negara Migran
Korban Tindak
Kekerasan

Persentase (%)
penyandang
disabilitas fisik dan
mental, serta lanjut
usia tidak potensial
yang telah
menerima jaminan

sosial

Persentasi (%) panti
sosial skala
Kabupaten yang
menyediakan sarana
prasarana
pelayanan

kesejahteraan sosial

RENSTRA BARU

SASARAN
STRATEGIS
Meningkatkan
Kemandirian Ekonomi
Bagi PMKS Yang
Miskin

Menurunkan Beban
PMKS

INDIKATOR KINERJA
SASARAN

Persentase PMKS miskin
yang mandiri secara
ekonomi

Persentase PMKS yang
memiliki usaha mandiri

Presentase PMKS Yang
Tercover Dalam Jaminan
Sosial Kesehatan

Presentase PMKS Yang
Tercover Dalam Jaminan
Sosial Pendidikan
Presentase PMKS Yang
Tercover Dalam Bantuan
Sembako

Persentase Korban
Bencana Alam Dan Sosial
Yang Tertangani Selama

Masa Tanggap Darurat
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Memberikan dukungan,
perlindungan dan

layanan bagi PMKS baik

kelompok rentan
maupun kelompok
berisiko sosial dalam
menghadapai
permasalahan
kebencanaan

Meningkatkan kemauan

dan kemampuan
masyarakat, lembaga
kesejahtreaan sosial,

dan dunia usaha dalam

pemberdayaan sosial

Persentase (%)
korban bencana
skala
Kabupaten /Kota
yang menerima
bantuan sosial
selama masa
tanggap darurat
Presentase (%)
korban bencana
skala
Kabupaten/Kota
yang dievakuasi
dengan
menggunakan
sarana prasarana
tanggap darurat
lengkap
Persentase (%)
PMKS yang
menerima program
pemberdayaan
sosial melalui
Kelompok Usaha
Bersama (KUBE)
atau kelompok
sosial ekonomi

sejenis lainnya.




4.2, Target

Target Sasaran/ Tujuan Kinerja Tahun

MEMILIKI USAHA MANDIRI

No Tujuan Indl.kator Sasaran Indikator Ke
Tujuan
| I 11 v \)
MENURUNKAN | PERSENTASE MENINGKATKAN % PMKS YANG MANDIRI SECARA 20% 20% | 20% 20% 20%
1 ANGKA PENURUNAN KEMANDIRIAN EKONOMI
KEMISKINAN ANGKA EKONOMI PMKS
KEMISKINAN PERSENTASE PMKS YANG 20% 20% | 20% 20% 20%

MENURUNKAN
BEBAN PMKS

PERSENTASE PMKS YANG
TERCOVER DALAM JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN

19%

19%

19%

19%

19%

PERSENTASE PMKS YANG
TERCOVER DALAM JAMINAN
SOSIAL PENDIDIKAN

19%

19%

19%

19%

19%

PERSENTASE PMKS YANG
TERCOVER DALAM BANTUAN
SEMBAKO

19%

19%

19%

19%

19%

PERSENTASE KORBAN BENCANA
ALAM DAN SOSIAL YANG
TERTANGANI SELAMA MASA
TANGGAP DARURAT

20%

20%

20%

20%

20%




BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Alur Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kab. Kepulauan Talaud dapat dilihat pada tabel berikut :

5.1 Strategi dan Kebijakan
5.1.1 Strategi

NO RENSTRA LAMA RESTRA BARU
SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA
STRATEGIS KINERJA STRATEGI STRATEGIS SASARAN STRATEGI
SASARAN

1 Terwujudnya Tata Terwujudnya SDM Sinkronisasi Meningkatkan Persentase PMKS Yang Meningkatkan
KelolaPemerintahan | yang profesional program/kegiatan Kemandirian Mandiri Secara Ekonomi | Pemberdayaan
yang Profesional, dan berdaya saing dengan Pemerintah Ekonomi PMKS PMKS Miskin Dan
Akuntabel, Pusat, dan Daerah. Rentan Miskin
Transparan dan
Efektif Bersinergi dengan OPD-

OPD yang memiliki
bidang urusan yang
berkaitan dengan
penanggulangan
kemiskinan.

Meningkatkan
kuantitas dan kualitas
SDM PSKS




Menigkatkan Derajat
Kesehatan
Masyarakat Sebagai
Upaya Pencapaian
Sustainable
Develoment Goals

Mendorong
Pertumbuhan
Ekonomi Wilayah
Melalui Pemeretaan
Pendapatan dan
Kesejahteraan
Masyarakat

Terwujudnya
keluarga
berkualitas
Meningkatnya
pelayanan
kesehatan melalui
pelayanan Kartu
Indonesia Sehat
(KIS)

Meningkatkan
pendapatan
masyarakat dan
meningkatnya jiwa
entrepreneurship

Meningkatnya
lapangan pekerjaan
bagi masyarakat

Dukungan dana yang
cukup/memadai/sesuai
kebutuhan dalam
setiap
program/kegiatan yang
berkaitan dengan
mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat

Menurunkan
Beban Pmks

Persentase PMKS Yang
Memiliki Usaha Mandiri

Presentase PMKS yang
tercover dalam jaminan
sosial kesehatan

Presentase PMKS yang
tercover dalam jaminan
sosial pendidikan

Presentase PMKS yang
tercover dalam bantuan
sembako

Persentase korban
bencana alam dan sosial
yang tertangani selama
masa tanggap darurat

Terbukanya akses
bagi PMKS terhadap
perlindungan dan
jaminan social

Terbukanya akses
bagi PMKS terhadap
bantuan rumah
layak huni



NO

1.1.2 Kebijakan

SASARAN
STRATEGIS

Terwujudnya Tata
kelolapemerintahan
yang Profesional,
Akuntabel,
Transparan dan
Efektif

Menigkatkan Derajat
Kesehatan
Masyarakat Sebagai
Upaya Pencapaian
Sustainable
Develoment Goals

Mendorong
Pertumbuhan
Ekonomi Wilayah
Melalui Pemeretaan
Pendapatan dan
Kesejahteraan
Masyarakat

RENSTRA LAMA

INDIKATOR KINERJA
SASARAN

Terwujudnya SDM yang
profesional dan berdaya
saing

Terwujudnya keluarga
berkualitas

Meningkatnya
pelayanan kesehatan
melalui pelayanan
Kartu Indonesia Sehat
(KIS)

Meningkatkan
pendapatan masyarakat
dan meningkatnya jiwa
entrepreneurship

Meningkatnya lapangan
pekerjaan bagi
masyarakat

KEBIJAKAN

Program Penangan Fakir
Miskin sesuai dengan
Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2011 dan
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan sesuai
dengan Peraturan
Presiden Nomor 15
Tahun 2010.

SASARAN
STRATEGIS

Meningkatkan
Kemandirian
Ekonomi PMKS

Menurunkan beban
PMKS
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RENSTRA BARU

STRATEGI

Meningkatkan
Pemberdayaan PMKS
Miskin Dan Rentan Miskin

Terbukanya akses bagi
PMKS terhadap
perlindungan dan jaminan
sosial

Terbukanya akses bagi
PMKS terhadap bantuan
rumah layak huni

KEBIJAKAN

Meningkatkan Kualitas
Pemberdayaan Melalui
Kelompok Usaha
Bersama (Kube) Bagi
PMKS

Meningkatkan Kualitas
Fasilitasi Bantuan
Sosial Dan
Pengembangan Ekonomi
PMKS

Meningkatkan
rehabilitasi social dan
ketersediaan jaminan
social bagi PMKS
Meningkatkan kualitas
pengawasan penyaluran
bantuan social dan
jaminan social bagi
PMKS

Meningkatkan kualitas
pelayanan jaminan
social dan perlindungan
social bagi PMKS

Meningkatkan
ketersediaan rumah
layak huni bagi



masyarakat miskin dan
korban bencana alam

Meningkatkan
Kemudahan
Kepemilikan Rumah
Layak Huni




BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS SOSIAL
KAB. KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2020-2025

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran
dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Rancangan Renstra Dinas Sosial Kab. Kepualauan Talaud Tahun
2020-2025, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada sasaran
strategis dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Kepualauan
Talaud Tahun 2020-2025. Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana
kerja suatu SKPD.

Tabel 6.1 (T-C 27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial KabupatenKepulauan

Talaud




Inc.hka.tor Data» Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan i
Kinerja Capai Unit
Tujuan, an Kerja
Sasaran,Prog pada Perangk
Tujuan Sasaran @ Brosaies ram el et Lokasi
de Kegiatan n Daerah
Fj’\e v;’:rll Kondisi Kinerja pada P;Ei{;»g
(outcome) canaa Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 akhir periode Renstra s
dan Kegiatan o Perangkat Daerah
(output)
Tatrge Rp Tatrge Rp Tatrge Rp Tatrge Rp Tatrge Rp Target Rp
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
Mewujudk Peningkat PROGRAM
an an PENUNJANG
manajeme kualitas URUSAN
n administr PEMERINTAHAN
administr asi kantor DAERAH
asi melalui KABUPATEN/KO . . . . . . . X Melongua
perkantor kinerja TA 95% 95% 4.995.003 96% 4.571.618 97% 4.346.018 98% 3.011.318 99% 3.462.418 100% 10.779.887 Dinsos ne
an yang yang
akurat, akurat,
akuntabel akuntabel
dan dan
terpercaya | terpercaya
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Penyusunan Persentase
Dokumen pemenuhan
Perencanaan layanan
Perangkat kesekretariat 959 o o o o o o . Melongua
Daerah an % 95% 5.610 96% 5.700 97% 5.800 98% 5.900 99% 6.000 100% 29.010 Dinsos ne
Penyediaan Gaji Persentase
dan Tunjangan ASN yang
ASN Mengikuti
Pendidikan
dan
Pelatihlan 100% | 100% 2.401.622 | 100% 2.401.622 100% 2.401.622 | 100% 2.401.622 100% 2.401.622 100% 2.401.622 | Dinsos Mel‘;ggua
Formal




Peningkatan Tersedianya
Sarana dan sarana dan
Prasarana prasana
Disiplin penunjang
Pegawai felaksanaan 95% | 95% 10.000 | 96% 11.000 | 97% 12.000 | 98% 13.000 99% 14.000 100% 60.000 | Dinsos Mel‘r’lr;gua
ugas
Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta Atribut Melongua
Kelengkapannya 95% 95% 50.000 95% 50.000 95% 50.000 96% 60.000 96% 60.000 100% 270.000 Dinsos ne
Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan
Tugas dan Fungsi . Sulut dan
95% 95% 100.000 96% 125.000 97% 150.000 98% 200.000 98% 200.000 100% 775.000 Dinsos Pulau
Jawa
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik /Peneranga
EBatngunan 95% 95% 2976 | 96% 3.000 97% 3.500 | 97% 3.500 97% 3.500 100% 16.476 | Dinsos Mel‘r"zg“a
antor
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Komgsap 95% | 95% 36.652 | 96% 37.000 | 96% 37.000 | 96% 37.000 96% 37.000 100% 184.652 | Dinsos Meli"zgua
Penyediaan
Barang Cetakan Melongua
dan Penggandaan 95% 95% 4.650 96% 5.000 96% 5.000 96% 5.000 96% 5.000 100% 24.650 Dinsos neg
Pengadaan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
prangan 95% 95% 250.000 | 95% 250.000 0% 0 0% 0 0% 0 100% 500.000 | Dinsos Melg‘ég“a
Pengadaan Mebel
95% | 95% 150.000 | 95% 150.000 | 95% 150.000 0% 0 0% 0 100% 450.000 | Dinsos | Melongua

ne
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Pengadaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

95%

95%

100.000

95%

100.000

95%

100.000

95%

100.000

95%

100.000

100%

500.000

Dinsos

Melongua
ne

Pengadaan
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya

95%

95%

1.000.000

95%

1.000.000

95%

1.000.000

0%

0%

100%

3.000.000

Dinsos

Melongua
ne

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya

95%

95%

250.000

95%

250.000

95%

250.000

0%

0%

100%

750.000

Dinsos

Melongua
ne

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya

95%

95%

250.000

95%

0%

0%

96%

250.000

100%

500.000

Dinsos

Melongua
ne

Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

95%

95%

6.988

96%

6.000

97%

5.500

98%

5.000

99%%

5.000

100%

28.488

Dinsos

Melongua
ne

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

95%

95%

10.000

96%

10.000

97%

10.000

98%

10.000

99%

10.000

100%

50.000

Dinsos

Melongua
ne

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

95%

99%

142.296

99%

142.296

99%

142.296

99%

142.296

99%

142.296

99%

711.480

Dinsos

Melongua
ne




Penyediaan Jasa

Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas o, o 0 0 o 0 o . Melongua
Operasional atau 95% 95% 16.209 96% 17.000 97% 18.000 98% 20.000 99% 20.000 100% 91.209 Dinsos ne
Lapangan
. o o o 0 0 0, o, . Melongua
Pemeliharaan 95% 95% 3.000 96% 3.000 97% 300 98% 3.000 99% 3.000 100% 12.300 Dinsos ne
Mebel
i . Melongua
Pemeliharaan 95% 95% 5.000 96% 5.000 97% 5.000 98% 5.000 99% 5.000 100% 25.000 Dinsos ne
Peralatan dan
Mesin Lainnya
EZ‘&TE:;%‘:;{A l::g 5% | 95% 150.000 | 0% 0 0% 0 0% 0 99% 150.000 100% 300.000 | Dinsos Mel‘r"zgua
Kantor dan
Bangunan
Lainnya
Pemeliharaan/Re 95% 95% 50.000 0% 0 0% 0 0% 0 99% 50.000 100% 100.000 | Dinsos | Melonsua
habilitasi Sarana ne
dan Prasarana
Gedung Kantor
Meningkat | Meningkat
kan taraf kan
hidup kemauan . . . 100 5 5 . . Kab.
kesejahter | dan 100% | 100% 1.235.375 100% 1.485.000 % 2.045.000 100% 2.615.000 100% 2.655.000 100% 10.030.375 Dinsos Kepl.
aan PMKS kemampu PROGRAM Talaud
melalui an PEMBERDAYAAN
aksesbilit masyarak SOSIAL
as dalam at, Pemberdayaan Persentase
pemenuha lembaga Sosial Pemberdayaa
n kesejahtre Komunitas Adat n Sosial di
kebutuha aan Terpencil Masyarakat
n dasar sosial, (KAT)
dan dunia
usaha
dalam
pemberda
yaan
sosial
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Meningkat
kan
kemampu

an,
kepedulia
n, dan
tanggung
jawab
sosial
masyarak
at, mitra
sosial dan
dunia
usaha
dalam
penyeleng
garaan
kesejahter
aan sosial
secara
melembag
a dan
berkelanj
utan

Fasilitasi

Pemberdayaan
Sosial KAT . Kab. Kepl.
Persentase 100% 100% 950.000 100% 1.000.000 100% 1.500.000 100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 7.450.000 Dinsos
Pemberdayaa Talaud
n Sosial di
Masyarakat
Peningkatan Persentase
Kapasitas dan PMKS yang
Pendampingan memperoleh
KAT bantuan
sosial untuk
pemenuhan
kebutuhan
dasar.
100% 100% 50.000 100% 55.000 100% 60.000 100% 65.000 100% 70.000 100% 300.000 Di Kab. Kepl.
o o . o . o . o . o . o . insos Talaud
Pengumpulan Persentase
Sumbangan PMKS yang
dalam Daerah tertangani Kab. Kepl.
Kabupaten /Kota 0% 0% B 100% 5.000 0% - 0% - 0% = 0% = Dinsos Ta.laucllj .
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penerbitan Izin
Undian Gratis
Berhadiah dan
Pengumpulan
Uang
atau Barang
o o . Kab. Kepl.
0% 0% B 100% 100.000 0% - 0% - 100% 10.000 100% 110.000 Dinsos Talaud




Pengembangan
Potensi Sumber
Kesejahteraan
Sosial Daerah
Kabupaten /Kota

100%

100%

69.850

100%

100.000

100%

150.000

100%

200.000

100%

200.000

100%

719.850

Dinsos

Kab. Kepl.
Talaud

Peningkatan
Kemampuan
Potensi Pekerja
Sosial
Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota

100%

100%

21.695

100%

50.000

100%

85.000

100%

100.000

100%

125.000

100%

381.695

Dinsos

Kab. Kepl.
Talaud

Peningkatan
Kemampuan
Potensi Tenaga
Kesejahteraan
Sosial Kecamatan
Kewenangan
Kabupaten /Kota

100%

100%

73.830

100%

75.000

100%

100.000

100%

150.000

100%

150.000

100%

548.830

Dinsos

Kab. Kepl.
Talaud

Peningkatan
Kemampuan
Potensi Sumber
Kesejahteraan
Sosial Keluarga
Kewenangan
Kabupaten /Kota

100%

100%

70.000

100%

100.000

100%

150.000

100%

100.000

100%

100.000

100%

520.000

Dinsos

Kab. Kepl.
Talaud

Peningkatan
Kemampuan
Sumber Daya
Manusia

dan Penguatan
Lembaga
Konsultasi
Kesejahteraan
Keluarga (LK3)

100%

100%

58.600

100%

75.000

100%

100.000

100%

150.000

100%

150.000

100%

533.600

Dinsos

Kab. Kepl.
Talaud

Tersedian
ya fasiltas
pemulang
an warga
migran
yang
mengalam
i tidak
kekerasan

Warga
migran
yang
mengalam
i tindak
kekerasan

PROGRAM
PENANGANAN
WARGA NEGARA
MIGRAN
KORBAN
TINDAK
KEKERASAN

80%

80%

80%

150.000

0%

0%

0%

160%

150.000

Dinsos

Kab.
Kepl.
Talaud
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Pemulangan Persentase
Warga Negara Penanganan
Migran Korban Warga
Tindak Negara
Kekerasan dari Migran
TDI;Ielja]fbarkaSI di ?f;;’:ﬁ 80% 0% 0 80% 100.000 0% 0 0% 0 0% 0 80% 100.000 | Dinsos Ki‘;‘lﬁgl‘
Kabupaten /Kota Kekerasan
untuk
dipulangkan ke
Desa/Kelurahan
Asal
Fasilitasi
Pemulangan
Warga Negara
Migran
Korban Tindak
Kekerasan dari
Titik Debarkasi di
Daerah Kab. Kepl
Kabupaten/Kota 80% 0% 0 80% 50.000 0% 0 0% 0 0% 0 80% 50.000 Dinsos Ta'lau d :
untuk
dipulangkan ke
Desa/Kelurahan
Asal
Meningkat Penyadan PROGRAM
kan REHABILITASI
kemandiri disabilitas SOSIAL K:
ab.
an PMKS | berat dan 20% | 20% 25% 752.000 | 30% 35% 1.090.000 40% 1.270.000 50% Dinsos Kepl
dalam disabilitas 620.799 . 925.000 . . - : 4.657.799 )
Talaud
rangka ganda,
mencapai lanjut
kesejahter usia
aan potensial Rehabilitasi Persentase
sosial; dan non Sosial Dasar pemenuhan
potensial, Penyandang kebutuhan
dan Disabilitas dasar
penyanda Terlantar, Anak Penyandang
ng Terlantar, Lanjut disabilitas
disabilitas Usia Terlantar, terlantar,
psikotik serta lanjut usia
Gelandangan terlantar
Pengemis di Luar serta
Panti Sosial Gelandangan
dan
Pengemis

diluar panti
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Fakir Penyediaan Persentase
miskin, Permakanan penyandang
anak disabilitas
yatim fisik dan
f’latu mental, serta [ 500, | 50, 74.830 | 25% 85.000 | 30% 100.000 | 35% 125.000 40% 150.000 50% 534.830 | Dinsos | Kab: Kepl
erlantar, lanjut usia Talaud
lanjut tidak
usia potensial
terlantar, yang telah
penyanda menerima
ng Penyediaan jaminan
g;sﬂiblhtas Sandang sosial 20% 20% 50.000 | 25% 75.000 30% 100.000 | 35% 125.000 40% 150.000 50% 500.000 | Dinsos Ki‘;‘lﬁi}fl‘
disabilitas -
mental, Penyediaan Alat Kab. Kenl.
fisik dan Bantu 20% 20% 113.899 25% 150.000 30% 175.000 35% 200.000 40% 250.000 50% 888.899 Dinsos aTaialfg :
mental,
eks Pemberian
penderita Pelayanan
penyakit Reunifikasi Kab. Kepl
kronis Keluarga 20% 20% 70.000 25% 100.000 30% 125.000 35% 150.000 40% 175.000 50% 620.000 Dinsos Ta'laud )
Pemberian
Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual,
gi:ial 20% | 20% 35.000 | 25% 50.000 | 30% 85.000 | 35% 100.000 40% 125.000 50% 395.000 | Dinsos Ki‘:\i;{j&’l'
Pemberian Persentasi
Bimbingan Sosial panti sosial
kepada Keluarga skala
Penyandang Kabupaten
Disabilitas yang
Terlantar, Anak menyediakan
Terlantar, sarana 20% | 20% 97.070 25% 100.000 30% 125.000 35% 150.000 40% 175.000 50% 647.070 Dinsos | Kab: Kepl.
Lanjut Usia prasarana Talaud
Terlantar, serta pelayanan
Gelandangan kesejahteraa
Pengemis dan n sosial
Masyarakat
Fasilitasi
Pembuatan
Nomor Induk
Kependudukan,
Akta Kelahiran,
Surat Nikah, dan 20% | 20% 20.000 25% 22.000 30% 25.000 35% 25.000 40% 25.000 50% 117.000 Dinsos | KaP: Kepl
Kartu Identitas Talaud

Anak




Pemberian Akses
ke Layanan
Pendidikan dan

Kesehatan Dasar 20% 20% 75.000 25% 85.000 30% 100.000 35% 125.000 40% 125.000 50% 510.000 Dinsos Kiiiﬁfl‘
Pemberian
Layanan Data Kab. Kepl
dan Pengaduan 20% 20% 40.000 25% 40.000 30% 45.000 35% 45.000 45% 50.000 50% 220.000 Dinsos Taiaud .
Pemberian
Layanan Kab. Kepl
Kedaruratan 20% 20% 25.000 25% 25.000 30% 25.000 35% 25.000 45% 25.000 50% 125.000 Dinsos Taiaud .
Pemberian 20% 20% 20.000 25% 20.000 30% 20.000 35% 20.000 45% 20.000 50% 100.000 Dinsos Kab. Kepl
Pelayanan T 1 d '
alau
Penelusuran
Keluarga
. o o o o o, " . Kab. Kepl.
Pemberian 20% 20% 25.000 25% 25.000 30% 25.000 35% 25.000 45% 25.000 50% 125.000 Dinsos Talaud
Layanan Rujukan
Rehabilitasi Persentase
Sosial pemenuhan
Penyandang kebutuhan
Masalah dasar
Kesejahteraan Penyandang
Sosial (PMKS) disabilitas
Lainnya Bukan terlantar,
Korban lanjut usia . . o . N N o . Kab.
HIV/AIDS dan terlantar 20% 20% 614.702 25% 735.000 30% 850.000 35% 995.000 45% 1.165.000 50% 4.359.702 Dinsos Kepl.
NAPZA di Luar serta Talaud
Panti Sosial Gelandangan
dan
Pengemis
diluar panti
Persentase
penyandang Kab. Kepl
Pemberian disabilitas 20% 20% 40.000 25% 40.000 30% 45.000 35% 45.000 45% 50.000 50% 220.000 Dinsos . .
- Talaud
Layanan Data fisik dan
dan Pengaduan mental, serta
lanjut usia
tidak
Pemberian potensial 20% 20% 25.000 25% 25.000 30% 25.000 35% 25.000 45% 25.000 50% 125.000 Dinsos K?rb‘l Kepl.
Layanan yang telah alaud
Kedaruratan meqerima
Penyediaan jaminan
Permakanan social
20% 20% 75.000 25% 85.000 30% 100.000 35% 125.000 45% 150.000 50% 535.000 Dinsos K?rt;iﬁgl‘
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Penyediaan
Sandang

Penyediaan Alat
Bantu

20%

20%

50.000

25%

75.000

30%

85.000

35%

100.000

45%

125.000

50%

435.000

Dinsos

Kab. Kepl.
Talaud

20%

20%

100.000

25%

125.000

30%

150.000

35%

175.000

45%

185.000

50%

735.000

Dinsos

Kab. Kepl.
Talaud

Penyediaan
Perbekalan
Kesehatan di
Luar Panti

Persentasi
panti sosial
skala
Kabupaten
yang
menyediakan
sarana
prasarana
pelayanan
kesejahteraa
n sosial

20%

20%

49.702

25%

55.000

30%

75.000

35%

100.000

45%

150.000

50%

429.702

Dinsos

Kab. Kepl.
Talaud

Pemberian
Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual,
dan

Sosial

20%

20%

100.000

25%

125.000

30%

125.000

35%

125.000

45%

150.000

50%

625.000

Dinsos

Kab. Kepl.
Talaud

Pemberian
Bimbingan Sosial
kepada Keluarga
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS
dan NAPZA

20%

20%

35.000

25%

55.000

30%

75.000

35%

95.000

45%

115.000

50%

375.000

Dinsos

Kab. Kepl.
Talaud

Fasilitasi
Pembuatan
Nomor Induk
Kependudukan,
Akta Kelahiran,
Surat Nikah, dan
Kartu Identitas
Anak

20%

20%

15.000

25%

15.000

30%

15.000

35%

20.000

45%

20.000

50%

85.000

Dinsos

Kab. Kepl.
Talaud




Pemberian Akses

Kab. Kepl.

oL, 20% 20% 10.000 25% 15.000 30% 15.000 35% 20.000 45% 20.000 50% 80.000 Dinsos Talaud
e Layanan
Pendidikan dan
Kesehatan Dasar
gefnberian 20% 20% 10.000 25% 10.000 30% 10.000 35% 15.000 45% 15.000 50% 60.000 Dinsos KaTZ'l:;gl‘
elayanan
Penelusuran
Keluarga
ge;nberian 20% 20% 80.000 25% 85.000 30% 100.000 35% 115.000 45% 120.000 50% 500.000 Dinsos KaTZ'lfuegl'
elayanan
Reunifikasi
Keluarga
o . Kab. Kepl.
Pemberian 20% 20% 10.000 25% 10.000 30% 10.000 35% 15.000 45% 15.000 50% 60.000 Dinsos Talaud
Layanan Rujukan
Kerjasama antar
ll&eml?taga dznl 20% 20% 15.000 25% 15.000 30% 20.000 35% 20.000 45% 25.000 50% 95.000 Dinsos KaTZ‘l;?;l'
emitraan dalam
Pelaksanaan
Rehabilitasi
Sosial
Kabupaten /Kota
Meningkat | Penyadan PROGRAM Persentase
kan PERLINDUNGAN Perlindungan
kemandiri disabilitas DAN JAMINAN dan Jaminan
an PMKS berat dan SOSIAL Sosial
dalam disabilitas Terhadap
rangka ganda, Anak
mencapai lanjut Terlantar
kesejahter | usia dan Fakir
aan potensial Miskin
sosial; dan non
potensial, 100 Kab.
0, 0, 0, 10/ 10/ 10, H
si:yanda 100% | 100% 701.781 100% 745.000 % 880.000 100% 985.000 100% 1.140.000 100% 4.451.781 Dinsos Tl;&la:lll.d
ng
disabilitas
psikotik




Fakir

miskin,
anak Kab. Kepl.
yatim 100% 100% 50.000 100% 75.000 100% 100.000 100% 150.000 100% 175.000 1000% 550.000 Dinsos Taiaud :
piatu Pemeliharaan
terlantar, Anak-Anak
lanjut Terlantar
usia
terlantar,
enyanda
Eg Y Peni 100% 100% 50.000 100% 75.000 100% 125.000 1200 125.000 1900 150.000 100% 525.000 Dinsos Kab. Kepl.
; . enjangkauan % % Talaud
dls_ablhtas Anak-Anak
fisik, Terlantar
disabilitas
mental,
fisik dan 100% 100% 45.000 100% 45.000 100% 50.000 100% 75.000 100% 100.000 100% 315.000 Dinsos Kab. Kepl.
mental Rujukan Anak- ’ ’ ! ’ . : Talaud
eks ’ Anak Terlantar
penderita
penyakit
kronis
ierrlrll:g;;uan 100% | 100% 10.000 | 100% 10.000 | 100% 15.000 | 100% 15.000 100% 20.000 100% 70.000 | Dinsos Ki’;{ﬁfg’l'
Pelaksanaan
Pemeliharaan
Anak Terlantar
. 100% 100% 118.820 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000 1000% 178.820 Dinsos Kab. Kepl.
Pendataan Fakir Talaud
Miskin Cakupan
Daerah
Kabupaten /Kota
100% 100% 77.961 100% 100.000 100% 75.000 100% 55.000 100% 55.000 100% 362.961 Dinsos Kab. Kepl.
Pengelolaan Data . . . : : . Talaud
Fakir Miskin
Cakupan Daerah
Kabupaten /Kota
gaSiﬁaSis - 100% 100% 150.000 100% 175.000 100% 200.000 100% 250.000 100% 275.000 100% 1.050.000 Dinsos K?I.t;‘lﬁgl‘
antuan Sosia
Kesejahteraan
Keluarga
Fasilitasi
Bantuan
Pengembangan
Ekonomi
Masyarakat . Kab. Kepl.
100% 100% 200.000 100% 250.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 350.000 100% 1.400.000 Dinsos Talaud
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Meningkat
kan
ketahana
n sosial
masyarak
at dalam
mencegah
dan
menangan
ani
masalah
kesejahter
aan sosial

Memberik
an
dukungan

perlindun
gan dan
layanan
bagi
PMKS
baik
kelompok
rentan
maupun
kelompok
berisiko
sosial
dalam
menghada
pai
permasala
han
kebencan
aan

Kab.
PROGRAM Persentase 50% 50% 512.488 55% 695.000 60% 830.000 65% 915.000 70% 3.547.488 75% 3.547.488 Dinsos Kepl.
PENANGANAN Penanganan : ! U Talaud
BENCANA Bencana
Perlindungan
Sosial Korban
Bencana Alam
dan
Sosial
Kabupaten /Kota
Persentase
korban
bencana -
skala
Kabupaten/K
ota yang
menerima
bantuan
sosial selama
masa
tanggap
darurat
Penyediaan Presentase
Makanan korban ) Kab. Kepl.
bencana 50% 50% 79.000 55% 100.000 60% 150.000 65% 200.000 70% 200.000 75% 729.000 Dinsos Talaud
skala
Kabupaten/K
otayang N N N o . o . Kab. Kepl.
Penyediaan dievakuasi 50% 50% 99.955 55% 100.000 60% 100.000 65% 125.000 70% 150.000 75% 574.955 Dinsos Talaud
Sandang dengan
menggunaka
n sarana
prasarana
’?enyediaan zlangga}t) 50% 50% 50.000 55% 75.000 60% 100.000 65% 125.000 70% 125.000 75% 475.000 Dinsos KaTt;i;iegL
empat arura
Penampungan lengkap
Pengungsi
Penanganan 50% 50% 20.000 55% 25.000 60% 25.000 65% 30.000 70% 35.000 75% 135.000 Dinsos Kab. Kepl.
Khusus bagi Talaud

Kelompok Rentan
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Pelayanan
Dukungan
Psikososial

50%

50%

20.000

55%

20.000

60%

25.000

65%

25.000

70%

30.000

75%

120.000

Dinsos

Kab. Kepl.
Talaud

Penyelenggaraan
Pemberdayaan
Masyarakat
terhadap
Kesiapsiagaan
Bencana
Kabupaten /Kota

50%

50%

75.000

55%

100.000

60%

100.000

65%

125.000

70%

150.000

75%

550.000

Dinsos

Kab. Kepl.
Talaud

Koordinasi,
Sosialisasi dan
Pelaksanaan
Kampung
Siaga Bencana

50%

50%

78.605

55%

80.000

60%

100.000

65%

100.000

70%

125.000

75%

483.605

Dinsos

Kab. Kepl.
Talaud

Koordinasi,
Sosialisasi dan
Pelaksanaan
Taruna

Siaga

Bencana

50%

50%

89.928

55%

95.000

60%

95.000

60%

100.000

70%

100.000

75%

479.928

Dinsos

Kab. Kepl.
Talaud

Meningkat
kan
profesiona
lisme
dalam
penyeleng
garaan
pembangu
nan
kesejahter
aan sosial

Meningkat
nya
pemaham
an dan
gerakan
kesetiaka
wanan
sosial

PROGRAM
PENGELOLAAN
TAMAN MAKAM
PAHLAWAN

Pemeliharaan
Taman Makam
Pahlawan
Nasional
Kabupaten /Kota

Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana Taman
Makam

Pahlawan
Nasional
Kabupaten /Kota

Persentase
PSKS yang
terlibat
dalam
penyelenggar
aan hari
besar
kepahlawana
n

86%

86%

86%

65.000

87%

65.000

88%

65.000

89%

70.000

90%

265.000

Dinsos

Kab.
Kepl.
Talaud

86%

0%

86%

35.000

87%

35.000

88%

35.000

89%

35.000

90%

140.000

Dinsos

Kab. Kepl.
Talaud

86%

0%

86%

15.000

87%

15.000

88%

15.000

89%

20.000

90%

65.000

Dinsos

Kab. Kepl.
Talaud
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Pengamanan
Taman Makam
Pahlawan
Nasional
Kabupaten /Kota

86%

0%

86%

15.000

87%

15.000

88%

15.000

89%

15.000

90%

60.000

Dinsos

Kab. Kepl.
Talaud




MENURUNKAN
ANGKA
KEMISKINAN

% PENURUNAN
ANGKA KEMISKINAN

MENINGKATKAN
KEMANDIRIN
EKONOMI PMKS

DINAS SOSIAL

MENINGKATKAN
PEMBERDAYAAN
PMKS MISKIN DAN
RENTAN MISKIN

MENINGKATKAN % PMKS YANG PROGRAM
KUALITAS MANDIRI SECARA PEMBERDAYAAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI SOSIAL
MELALUI

KELOMPOK USAHA

BERSAMA (KUBE )

BAGI PMKS

MENINGKATKAN % PMKS YANG PROGRAM
KUALITAS FASILITASI | MEMILIKI USAHA PERLINDUNGAN
BANTUAN SOSIAL MANDIRI DAN JAMINAN
DAN SOSIAL
PENGEMBANGAN

EKONOMI PMKS

PEMETAAN KEBUTUHAN PROGRAM, BISNIS PROSES DAN CROSSCUTTING PROGRAM

BIDANG DATA,
PEMBERDAYAAN
SOSIAL DAN
PENANGANAN
SOSIAL DAN FAKIR
MISKIN

DINAS SOSIAL




MENURUNKAN
BEBAN PMKS

TERBUKANYA AKSES
BAGI PMKS
TERHADAP
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

MENINGKATKAN
REHABILITASI
SOSIAL DAN
KETERSEDIAAN
JAMINAN SOSIAL
BAGI PMKS

% PMKS YANG
TERCOVER DALAM
JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN

MENINGKATKAN
KUALITAS
PENGAWASAN
PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL
DAN JAMINAN
SOSIAL BAGI PMKS

% PMKS YANG
TERCOVER DALAM
JAMINAN SOSIAL
PENDIDIKAN

MENINGKATKAN
KUALITAS
PELAYANAN
JAMINAN SOSIAL
DAN PERLINUNAN
SOSIAL BAGI PMKS

% PMKS YANG
TERCOVER DALAM
BANTUAN SEMBAKO

TERBUKANYA AKSES
BAGI PMKS
TERHADAP
BANTUAN RUMAH
LAYAK HUNI

MENINGKATKAN
KETERSEDIAAN
RUMAH LAYAK
HUNI BAGI
MASYARAKAT
MISKIN DAN
KORBAN BENCANA
ALAM

% KORBAN BENCANA
ALAM DAN SOSIAL
YANG TERTANGANI
SELAMA MASA
TANGGAP DARURAT

PROGRAM
REHABILITASI
SOSIAL

PROGRAM
PENANGANAN
BENCANA

PROGRAM
PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN
SOSIAL

BIDANG
PERLINDUNGAN
DAN

JAMINAN SOSIAL
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BIDANG
PERLINDUNGAN
DAN

JAMINAN SOSIAL

DINAS SOSIAL




MENINGKATKAN
KEMUDAHAN
KEPEMILIKIAN
RUMAH LAYAK
HUNI

PROGRAM
PENANGANAN
BENCANA







B A BVII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peran Dinas Sosial dalam menurunkan angka kemiskinan di Kab.
Kepulauan Talaud sangatlah penting. Untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, Dinas Sosial Kab. Kepulauan Talaud harus berkontribusi secara
langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

yang ditunjukan dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA
TUJUAN STRATEGIS SAS N

1 | MENURUNKAN PERSENTASE MENINGKATKAN PERSENTASE PMKS
ANGKA PENURUNAN KEMANDIRIAN YANG MANDIRI SECARA
KEMISKINAN ANGKA EKONOMI PMKS EKONOMI

KEMISKINAN

PERSENTASE PMKS
YANG MEMILIKI USAHA
MANDIRI

MENURUNKAN PERSENTASE PMKS
BEBAN PMKS YANG TERCOVER
DALAM JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN
PERSENTASE PMKS
YANG TERCOVER
DALAM JAMINAN SOSIAL
PENDIDIKAN
PERSENTASE PMKS
YANG TERCOVER
DALAM BANTUAN
SEMBAKO

PERSENTASE KORBAN
BENCANA ALAM DAN
SOSIAL YANG
TERTANGANI SELAMA
MASA TANGGAP
DARURAT




B A B VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 —
2025 merupakn penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan program dan kegiatan
pokok pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud Lima tahun
kedepan yang mengacuh pada dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 - 2025
yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Kepulauan Talaud.
Sebagai Rencana Strategis untuk Lima tahun mendatang , RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten
Kepualuan Talaud diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah strategis,
target dan sasaran, yang tepat tetapi fleksibel dengan perkembangan situasi yang terjadi khususnya
dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial dan sesuai kondisi setempat.

Diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud
Tahun 2020 — 2025 ini akan memberi peran para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan
RENJA Dinas Sosial Kabupaten Kepualuan Talaud, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan
pelaksanaan atas kinerja setiap tahun dan Lima tahunan.

Akhirnya RENSTRA ini kan bernilai strategis jika diikuti dengan upaya sunguh-sunguh
pengambil kebijakan untuk memperjuangkan alokasi pembiayaan baik dari APBN maupun APBD,

sehingga target yang direncanakan bisa tercapai sampai akhir tahun 2025 mendatang.

Melonguane, Agustus 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Talaud

Ir. NELSON UDANG, ME
NIP. 19621106 199203 1 006




